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Pembatalan merek terdaftar merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi suatu merek dari
tindakan curang oleh pihak lain. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan suatu pembatalan
merek diatur di dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Salah satu alasan
yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah mengenai adanyaiktikad tidak baik dengan meniru atau
menjiplak suatu merek terkenal. Pembuktian adanya iktikad tidak baik merupakan hal yang tidak mudah
karena harus mengaitkan dengan masalah persamaan pada merek serta merek terkenal. Mengenai persamaan
pada merek, dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1), sementara mengena merek terkenal dapat meninjau
Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b serta Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun
2016. Dalam penerapannya, itikad tidak baik masih sering terjadi sehingga perlu penegakan hukum terkait
hal tersebuit.

...... Cancellation of aregistered trade mark is one of the efforts made to protect atrade mark from the
fraudulent actions of other parties. The grounds that can be used to apply for atrade mark cancellation are
regulated in Article 20 and/or Article 21 of Law Number 20 of 2016. One of the grounds stipulated in the
provision isthe existence of bad faith by imitating or plagiarizing a trade mark. Proving the existence of bad
faith is not easy because it must relate to the issue of similaritiesin trade mark and well-known trade mark.
Regarding the similarities of trade mark, it can be seen in Article 21 paragraph (1), while the well-known
trade mark can be reviewed in the Explanation of Article 21 paragraph (1) letter b aswell asthe Article 18
of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016. In practice, bad faith still often
occurs, so law enforcement is needed in this regard.
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